
 

 

  
 

 

 
 

 
BUPATI CILACAP 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP                                                                                          
NOMOR     47   TAHUN 2022 

  

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP  

NOMOR 131 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP  

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI CILACAP, 

 

Menimbang : a.  bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan 
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Cilacap Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022; 

  b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Direktur UPTD RSUD 

Cilacap Nomor : 900/17243/16.8 tanggal 6 April 2022 
perihal Permohonan Perubahan Anggaran BLUD 

Mendahului Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten 
Cilacap Tahun Anggaran 2022, serta usulan pergeseran 
anggaran dari beberapa Perangkat Daerah,  maka 

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 

sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap 

Tahun Anggaran 2022, perlu untuk diubah dan 
disesuaikan; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022; 

 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali  terakhir dengan  Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tantang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) 



 

 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65  Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6322); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap 

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 181); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten 

Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 59); 

 
 



 

 

 
 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 
Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium 
Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten 
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 60); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 71); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan 
Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 
72); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 
Kakus di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 73); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 74); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 75); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 

2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 
76); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Nomor 77); 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Nomor 78); 



 

 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 79); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 80); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 81); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021  Nomor 8); 
  

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan        :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 131 

TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
Nomor 131), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap 

Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 43), diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 terdiri atas : 
 
1.  Pendapatan     

 a. Pendapatan Asli Daerah     
  1) Semula   Rp 742.049.547.060,- 
  2) Bertambah/ Berkurang   Rp 0,- 

  Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah 
Penyempurnaan 

  Rp 742.049.547.060,- 

 b. Pendapatan Transfer      
  1) Semula   Rp 2.559.311.074.000,- 

  2) Bertambah   Rp 14.722.540.000,- 

   Jumlah Pendapatan Transfer setelah 
Penyempurnaan 

  Rp 2.574.033.614.000,- 



 

 

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah     
  1) Semula   Rp 16.000.000.000,- 
  2) Bertambah/Berkurang   Rp 0,- 

   Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah   
Yang Sah setelah Penyempurnaan 

  Rp 16.000.000.000,- 

  Jumlah Pendapatan   Rp 3.332.083.161.060,- 

2. Belanja     
 a. Belanja Operasi     

  1) Belanja Pegawai     
   a) Semula   Rp           

1.372.124.457.717,- 

   b) Bertambah/ Berkurang   Rp 2.219.160.000,- 

   Jumlah Belanja Pegawai setelah 

Penyempurnaan 

  Rp           

1.374.343.617.717,- 
  2) Belanja Barang dan Jasa     
   a) Semula   Rp 966.806.576.671,- 

   b) Bertambah   Rp 24.840.794.000,- 

    Jumlah Belanja Barang dan Jasa 

setelah Penyempurnaan 

  Rp 991.647.370.671,- 

  3) Belanja Hibah     

   a) Semula   Rp 78.464.888.370,- 
   b) Bertambah/Berkurang   Rp 0,-  

    Jumlah Belanja Hibah setelah 

Penyempurnaan 

  Rp 78.464.888.370,- 

  4) Belanja Bantuan Sosial     

   a) Semula   Rp 1.420.000.000,- 
   b) Bertambah/Berkurang   Rp 0,- 

    Jumlah Belanja Bantuan Sosial 
setelah Penyempurnaan 

  Rp 1.420.000.000,- 

 b. Belanja Modal     

  1) Belanja Modal Tanah     
   a) Semula   Rp 5.200.000.000,- 
   b) Bertambah/Berkurang   Rp 0,- 

    Jumlah Belanja Modal Tanah 
setelah Penyempurnaan 

  Rp 5.200.000.000,- 

  2) Belanja Modal Peralatan Mesin     
   a) Semula   Rp 114.063.904.662,- 

   b) Bertambah   Rp 24.964.207.000,- 

    Jumlah Belanja Modal Peralatan 
Mesin setelah Penyempurnaan 

  Rp 139.028.111,-662,- 
 

  3) Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

    

   a) Semula   Rp 121.933.832.453,- 
   b) Bertambah   Rp 1.323.136.000,- 

    Jumlah Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan setelah Penyempurnaan 

  Rp 123.256.968.453,- 

  4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan 

Irigasi 

    

   a) Semula   Rp 269.647.647.560,- 
   b) Bertambah   Rp 200.000.000,- 

    Jumlah Belanja Modal Jalan, 
Jaringan dan Irigasi setelah 

Penyempurnaan 

  Rp 269.847.647.560,- 



 

 

 
  5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya     
   a) Semula   Rp 9.171.850.300,- 

   b) Bertambah/Berkurang   Rp 1.381.007.000,- 

    Jumlah Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya setelah Penyempurnaan 

  Rp 10.552.857.300,- 

 c. Belanja Tidak Terduga     

  1) Belanja Tidak Terduga     
   a) Semula   Rp 41.468.255.600,- 
   b) Berkurang   Rp   200.000.000,- 

    Jumlah Belanja Tidak Terduga 
setelah Penyempurnaan 

  Rp 41.468.255.600,- 

 d. Belanja Transfer     
  1) Belanja Bagi Hasil     
   a) Semula   Rp 24.408.140.000,- 

   b) Bertambah/Berkurang   Rp 0,- 

    Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah 

Penyempurnaan 

  Rp 24.408.140.000,- 

  2) Belanja Bantuan Keuangan     
   a) Semula   Rp 513.700.422.300,- 

   b) Bertambah/Berkurang   Rp 0,- 

    Jumlah Belanja Bantuan 

Keuangan setelah Penyempurnaan 
 

  Rp 513.700.422.300,- 

 Jumlah Belanja   Rp 3.573.338.279.633,- 

 Defisit 
 

  (Rp 241.255.118.573,-) 

3. Pembiayaan     
 a. Penerimaan     
  1) Semula   Rp 192.826.814.573,- 

  2) Bertambah/Berkurang   Rp 54.928.304.000,- 

   Jumlah Penerimaan Setelah 

Penyempurnaan 

  Rp 247.755.118.573,- 

 b. Pengeluaran     

  1) Semula   Rp 6.500.000.000,- 
  2) Bertambah/Berkurang   Rp 0,- 

   Jumlah Pengeluaran Setelah 
Penyempurnaan 

  Rp 6.500.000.000,- 

  Jumlah Pembiayaan Netto   Rp 241.255.118.573,- 

  Sisa Kurang Pembiayaan Tahun 
Anggaran Tahun Berkenaan 

  
Rp 0,- 

         
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 2 
 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini. 
 

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A 
sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 3A 
 

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan 

peraturan perundang–undangan. 



 

 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 

 
 

Ditetapkan di Cilacap 

pada tanggal 26 April 2022 
 

 BUPATI CILACAP, 
 
 

 
 

  TATTO SUWARTO PAMUJI 

 
Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal 26 April 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 
 
 

 
 

       AWALUDDIN MUURI 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 47 

 
 
 

 
 

 
 
 


